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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN 
MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/KMK.03/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM 
PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK 
REKAMAN GAMBAR DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/KMK.03/2004 TENTANG 
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA 

ABSTRAK :  - bahwa penggunaan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai sebagai bukti pemungutan dan 
pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar, 
sudah tidak efektif dan efisien lagi sebagai bukti pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, 
dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan dan pelunasan Pajak 
Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker dalam Pemungutan dan Pelunasan 
Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar dan Keputusan 
Menteri. Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas 
Penyerahan Produk Rekaman Suara; 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU No. 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 49, TLN No 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 N.o 62, TLN No. 4999); 
UU No.8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No 51, TLN No 3264) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150, TLN No. 5069); 
PerPres No.24 Tahun 2010; 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      KMK Nomor 86/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penggunaan Stiker dalam Pemungutan dan 
Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar; dan KMK 
Nomor 174/KMK.03/2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Produk 
Rekaman Suara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak 
berupa produk rekaman suara dan gambar; atau penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa 
penyewaan produk rekaman suara dan gambar,dilakukan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan di bidang perpajakan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. 

   - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 24 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 
25 Juni 2015. 

        

 


